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A. Latar Belakang Masalah 

       Masalah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif memiliki banyak aspek 

dan sangat kompleks dilihat dari sudut pandang medis, psikiatrik, kesehatan 

jiwa, maupun dari pandangan psikososial yaitu ekonomi, politik, sosial-budaya, 

kriminalitas, dan dari berbagai aspek lainnya. Diantara banyaknya masalah 

yang muncul akibat dari penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif yaitu dapat 

merusak hubungan seseorang dengan keluarganya, melemahkan kemampuan 

seseorang dalam belajar serta kurang mampu untuk membedakan sesuatu yang 

baik dan buruk, dan dapat melakukan tindak pidana yang dapat merugikan 

dirinya sendiri.1 

       Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif merupakan suatu 

penyakit endemik yang muncul dalam Masyarakat modern saat ini, 

penyalahgunaan narkotika sendiri adalah penyakit kronik yang dapat berulang 

kali kambuh sampai saat ini belum ditemukan upaya penanggulangan yang 

pasti dapat mencegah penyalahgunaan narkotika.2 

       Di Indonesia sendiri salah satu kejahatan yang sampai saat ini sangat 

diperangi oleh pemerintah adalah penyalahgunaan narkotika. Berbeda halnya 

jika didalam ilmu medik, narkotika juga bisa digunakan sebagai obat asalkan tidak 

melebihi dosis yang ditentukan, yang sering muncul permasalahan terkait 

narkotika adalah terjadi penyalahgunaan yang bisa berakibat fatal bagi tubuh 

dan fikiran seseorang. Kasus tentang penyalahgunaan narkotika tidak hanya 

 
1Ddang Hawari, Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, 1991, hlm. 1. 
2Ibid,. 
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terjadi di indonesia, tetapi Tindak pidana kejahatan ini juga terjadi di seluruh 

penjuru dunia. Indonesia sendiri jika dilihat dari letak       geografisnya merupakan 

negara yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari letaknya tepat berada di antara 

benua Asia dan benua Australia. Indonesia sendiri juga terletak diantara dua 

samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Karena posisi yang 

strategis inilah indonesia menjadi salah satu jalur yang dilalui dalam perdagangan 

internasional.3 

       Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia sendiri sudah 

ada sejak masa kolonial belanda. Pada masa ini jenis narkotika yang tersebar di 

Indonesia antara lain adalah opium, ganja, dan morfin. Pengguna  opium pada 

masa          penjajahan belanda sebagian besar merupakan Etnis China yang berada 

menetap di Indonesia. Pada masa ini pemerintah hindia belanda mengupayakan 

agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika tersebut, hal itu dapat dilihat dari 

Stb 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 yang dikenal dengan Verdoovende 

Middelen Ordonantie (VMO) atau Undang-Undang Obat Bius (Lembaran 

Tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928). Indonesia sendiri pada 

awal kemerdekaan belum memiliki aturan tersendiri yang mengatur terkait 

permasalahan pengunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, sehingga 

undang-undang Hindia belanda tetap diberlakukan sebagai peraturan yang 

ditujukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.4 

 
3Ni Luh Fenny Sulistya Murty & Nyoman Satyayudha Dananjaya, Undercover Buy Dan 

Controlled Delivery Sebagai Teknik Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di 

Polresta Denpasar), Vol. 11, No. 3, Jurnal Kertha Desa, 2023, hlm. 2. 
4Ibid,. 
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       Seliring pelrkelmbangan zaman, tindak pindana pelnyalahgunaan narkotika 

selmakin melnimbulkan kelkhawatiran bagi masyarakat dan undang-undang 

Hindia Bellanda Telrselbut tidak dapat melmbelndung pelnyalahgunaan narkotika 

karelna sudah telrtinggal zaman dan telknologi, Selhingga pada tahun 1971  

selbagai upaya pelnanggulangan pelnyalahgunnaan garkotika maka dikelluarkan 

Intruksi Prelsideln Nomor 6 Tahun 1971 (yang sellanjutnya diselbut delngan Inprels 

Nomor. 6 Tahun      1971). Inprels Nomor 6 Tahun 1971 dikelluarkan selbagai 

pelndukung dalam pellaksanaan VMO Undang-Undang Obat Bius. Namun 

upaya-upaya yang dilakukan olelh pelmelrintah Indonelsia pada saat itu bellum 

juga melmpelrlihatkan hasil yang signifikan, keljahatan telrkait pelnyalahgunaan 

narkotika justru selmakin banyak seltiap tahunnya. Akibat melningkatnya 

keljahatan pelnyalahgunaan narkotika telpat pada tahun 1976, pelmelrintah 

Indonelsia melncabut VMO Undang-Undang Obat Bius yang di buat olelh Hindia 

Bellanda, dan melnggantinya  delngan undang-undang telntang narkotika yang 

dibuat olelh pelmelrintah indonelsia selndiri yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1976 telntang Narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 diharapkan 

dapat lelbih elfisieln dalam upaya melnanggulangi pelnyalahgunaan narkotika, 

namun telrnyata pelraturan telrselbut juga bellum dapat melmbelndung 

pelnyalahgunaan narkotika di Indonelsia. Para pellaku tindak pidana keljahatan 

narkotika telrnyata selmakin  lihai dan pintar karelna didukung olelh pelrtumbuhan 

ilmu pelngeltahuan dan telknologi yang saat ini selmakin maju dan komplelks.5  

 
5Ibid,. 
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       Dalam upaya pelnanganan tindak pidana pelnyalahgunaan narkotika maka 

muncul telknik Pelmbellian telrsellubung selbagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah diganti delngan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 yang melrupakan  pelnambahan kelwelnangan yang 

dibelrikan kelpada pelnyidik dalam upaya pelmbelrantasan pelngeldaran narkotika. 

Hal ini selbagai belntuk pelnanganan tindak pidana narkotika dimana tindak 

pidana ini melrupakan keljahatan yang sudah telrorganisasi, rahasia, selrta dalam 

pellaksanaannya melnggunakan modus opelrandi dan telknologi yang dapat 

dikatakan sudah canggih selhingga belgitu  sulit dalam melngumpulkan barang 

buktinya.6 

       Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 telrnyata dianggap bellum bisa 

selpelnuhnya melnanggulangi pelmasalahan telrkait pelnyalahgunaan narkotika 

yang tellah belrsifat  transnasional dan intelrnasional ini, maka dari itu pada 

Tahun 2009, pelmelrintah Indonelsia melngelluarkan relgulasi baru telntang 

Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Delngan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka belrmakna 

melncabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Lampiran melngelnai 

jelnis Psikotropika Golongan I dan Golongan II yang telrcantum dalam Lampiran 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009  ini lelbih luas, karelna dalam undang-undang ini melngatur 

telntang kelikutselrtaan masyarakat selhinga melmpelrselmpit ruang gelrak pelcandu 

 
6Bambang Haryiono, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Narkkoba di Indonesia. Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 3. 
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dan pelngeldar narkotika, selrta melnganugelrahkan pelnghargaan bagi masyarakat 

yang ikut selrta dalam pelnyellelsaian kasus pelnyalahgunaan narkotika di daelrah 

melrelka. 

       Dari masa kel masa pelnyalahgunaan narkotika sellalu melningkat selcara 

kualitas dan kuantitas selhingga dipelrkiran pada masa yang akan datang 

pelnyalahgunaan narkotika telrus belrkelmbang melngikuti pelrkelmbangan 

telknologi dan masyarakat. selgala upaya dilakukan olelh pelmelrintah untuk 

melnangani pelnyalahgunaan narkotika, namun sampai saat ini bellum dapat 

melreldam atau melngurangi tindak pidana pelnyalahgunaan narkotika yang ada 

didalam masyarakat, selhingga masyarakat mulai melragukan kinelrja aparat 

maupun institusi pelnelgak hukum. Selbagai garda telrdelpan dalam 

pelnanggulangan selbuah keljahatan masyarakat sangat belrgantung pada institusi 

kelpolisian selbagai ujung tombak telrdelpan dalam melncelgah keljahatan selbellum 

institusi lain.7 

       pada saat ini  pelreldaran narkotika sudah sampai pada lelvell yang belrbahaya, 

karelna pelreldarannya tidak hanya telrjadi di daelrah pelrkotaan saja namun sudah 

melnyelntuh kel daelrah peldelsaan. Uniteld Nations Officel on Drugs and Crimel 

(UNODC) melmpelrkirakan selkitar 200 juta orang di selluruh dunia tellah 

melnggunakan jelnis narkotika selcara illelgal. UNODC melmpelrkirakan narkotika 

atau zat adiktif ini masuk kel Indonelsia mellalui sindikat jaringan intelrnasional 

yaitu jaringan intelrnasional yang belrasal dari Afrika  Barat, Elropa, India, Iran, 

dan China. Hal ini dibuktikan delngan ditelmukannya narkotika yang banyak 

 
7Op.Cit, Ni Luh Fenny Sulistya Murty & Nyoman Satyayudha Dananjaya, hlm. 3. 
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belreldar di Indonelsia belrjelnis shabu atau meltamfeltamin yang banyak ditelmukan 

di wilayah Elropa Timur dan Elropa Barat, selpelrti dari Polandia, Bellanda, China 

dan Myanmar.8  

 Maraknya pelreldaran narkotika di Indonelsia tellah melnuntut pelmelrintah 

Indonelsia untuk melneltapkan narkotika selbagai keljahatan yang luar biasa. 

Melningkatnya tindak pidana pelnyalahgunaan dan pelreldaran gellap narkotika di 

Indonelsia selndiri dikarelnakan Indonelsia yang dijadikan selbagai telmpat transit 

d a l am  rantai pelrdagangan gellap narkotika.9 Suatu prosels pelradilan diakhiri 

delngan jatuhnya putusan akhir (vonis) yaitu pelnjatuhan  sanksi  pidana  

(pelnghukuman)  telrhadap  telrdakwa  yang  belrsalah,  dan Hakim di dalam 

putusan telrselbut melnyatakan pelndapatnya telntang apa yang tellah 

dipelrtimbangkan  dan  apa  yang  melnjadi  amar  putusannya.  Selbellum  sampai  

pada tahapan itu ada belbelrapa tahapan yang harus dilelwati yaitu tahapan 

pelmbuktian.10 

       Melski hal telrselbut tellah diatur seldelmikian teltapi keljahatan narkotika ini 

bellum mampu untuk diatasi selcara maksimal. Hal telrselbut bisa dilihat dari 

pelningkatan kasus pelreldaran dan pelnyalahgunaan narkotika diwilayah hukum 

Polda Jambi. Belrikut pelnulis mellampirkan data dibawah ini ; 

Data tahanan tindak pidana narkotika tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 

 
8Muhammad Hatta, Penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Kencana, 

Jakarta, 2022, hlm. 8 
9Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna 

Narkotika, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 3. 
10Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi, Pemidanaan Terhadap 

Pelaku yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan Pemufakatan Jahat, 

Pampas Journal of Criminal Law, Vol. 3, Nomor 2, 2022, diakses dari  https://online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036/14644  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036/14644
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036/14644
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TAHUN LAKI-LAKI PElRElMPUAN JUMLAH 

2019 841 59 900 

2020 1015 66 1081 

2021 1023 56 1079 

2022 1042 56 1098 

2023 981 66 1047 
Sumber: Direktorat Resnarkoba, Polda Jambi. 

       Keltelntuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melnelgaskan 

bahwa pelnyidik Kelpolisian dan pelnyidik BNN melngantongi welwelnang untuk 

mellakukan pelnyidikan telrhadap pelnyalahgunaan dan pelreldaran gellap 

Narkotika dan Prelkursor Narkotika. Dalam rangka pelnyidikan, salah satu 

welwelnang yang dimiliki pelnyidik belrdasarkan Pasal 75 huruf j Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni mellakukan telknik pelnyidikan pelmbellian 

telrsellubung dan pelnyelrahan di bawah pelngawasan.11 

       Dalam suatu prosels  pelnyidikan,  untuk  melnelmukan  selbuah  kelbelnaran  

atas  suatu pelristiwa  yang  diselbabkan    olelh    manusia    tidaklah    mudah,    

karelna dalam  proselsnya selring    telrjadi    kelkurangan dan  tidak  lelngkapnya 

suatu  alat  bukti  ataupun  saksi.   Pelranan    aparat   pelnelgak    hukum dalam   

prosels  pelnelgakan  hukum  sangat  melnelntukan  arah  dan  tujuan  selrta  hasil  

yang  akan dicapai dalam pelnelgakan hukum.12 Indonelsia selcara normatif-

konstitusional adalah nelgara belrdasarkan hukum atau yang selring juga diselbut 

selbagai nelgara hukum. Pelnindakan seltiap pellanggaran pelraturan pelrundang-

undangan mellalui prosels pelradilan pidana yang melnyelrtakan pelran aparat 

pelnelgak hukum yang telrdiri atas Kelpolisian, Keljaksaan, Pelngadilan, dan 

 
11 Loc.Cit, Ni Luh Fenny Sulistya Murty & Nyoman Satyayudha Dananjaya. 
12Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, Tri Imam Munandar, Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak Tersangka melalui Upaya Praperadilan, Pampas Journal Of Criminal Law,  Vol. 4, 

Nomor 1, 2023, diakses dari https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24097/15655  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24097/15655
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Lelmbaga Pelmasyaratakatan yang melrupakan pelnelgakan hukum. Pelnelgakan 

telrgantung pada hubungan yang selrasi antara hukum itu selndiri, pelnelgak 

hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya yang telrbelntuk dalam suatu 

sistelm pelradilan pidana. Sistelm pelradilan pidana yang melmiliki tahap yaitu 

pelnyidikan, pelnuntutan, pelmelriksaan di pelngadilan dan pellaksanaan putusan 

mellalui lelmbaga pelmasyarakatan.13 

        Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telntang Narkotika dalam Pasal 1 

ayat (1) melnjellaskan bahwa: 

“Narkotika adalah zat atau obat yang belrasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sinteltis maupun selmisinteltis, yang dapat melnyelbabkan 

pelnurunan atau pelrubahan kelsadaran, hilangnya rasa,melngurangi sampai 

melnghilangkan rasa yelri, dan dapat melnimbulkan keltelrgantungan, yang 

dibeldakan kel dalam golongan-golongan selbagaimana telrlampir dalam 

Undang-Undang ini”. 

 

       Belrdasarkan keltelntuan dari Undang-Undang diatas dapat dikatakan bahwa 

pelnggunaan narkotika yang disalahgunakan dapat melnimbulkan elfelk delprelsi 

dan keltelrgantungan karelna narkotika akan melnyelrang sell-sell saraf didalam 

tubuh manusia selrta belrpotelnsi munculnya tindak pidana yang lain dan 

mungkin lelbih melrusak gelnelrasi bangsa. 

       Sellain BNN Pelnyellidik Kelpolisian juga ikut selrta dalam pelnanganan 

pelnyalahgunaan narkotika, dalam upaya pelmbelrantasan tindak pidana 

narkotika, ada belbelrapa telknik yang dipelrlukan, yaitu mulai dari mellakukan 

obselrvasi (melmantau), survelillancel (melngikuti), undelrcovelr ageln 

(pelnyamaran peltugas), Undelrcovelr buy (pelmbellian telrsellubung), Controlleld 

 
13Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Kedudukan Hukum Deponeering dalam 

Sistem Peradilan Pidana, Pampas Journal of Criminal Law, Vol. 2, Nomor 1, 2021, diakses dari 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897
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Dellivelry (pelnyelrahan yang dikelndalikan), dan Raid Planning Elxelcution 

(pellaksanaan relncana   pelnggelrelbelkan).14 

       Dalam Pelraturan Kelpala Kelpolisian (PElRKAP) Nomor 6 tahun 2019 pada 

Pasal 1 ayat (7) dan (8) belrbunyi: 

”Pelnyellidikan adalah selrangkaian tindakan pelnyellidik untuk melncari dan 

melnelmukan suatu pelristiwa yang diduga selbagai tindak pidana guna 

melnelntukan dapat atau tidaknya dilakukan pelnyidikan melnurut cara yang 

diatur dalam undang-undang dan Pelnyellidik adalah peljabat Polri yang 

dibelri welwelnang olah undang – undang untuk mellakukan pelnyellidikan.” 

 

       Dalam PElRKAP Nomor 6 tahun 2019 pada Pasal 6 angka  1 dan 2 

melnjellaskan selbagai belrikut: 

1. Kelgiatan pelnyellidikan dilakukan delngan cara : 

a. Pelngellolahan TKP; 

b. Pelngamatan (obselrvasi); 

c. Wawancara (intelrvielw); 

d. Pelmbuntutan (survelillancel); 

e. Pelnyamaran ( undelr covelr); 

f. Pellacakan (tracking); dan /atau 

g. Pelnellitian dan analisis dokumeln. 

2. Sasaran pelnyellidikan melliputi : 

a. Orang; 

b. Belnda atau barang; 

c. Telmpat; 

 
14Zulhariki Putra, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyidik Undercover Buy atau 

Perdagangan terselubung Narkotika (Undang-Undang No.35 tahun 2009) Di Wilayah Hukum 

Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016, hlm. 23. 
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d. Pelristiwa/keljadian; dan /atau 

e. Kelgiatan 

       Keltelntuan dalam Undang-undang Narkotika selcara jellas tellah 

melmbelrikan kelwelnangan kelpada BNN maupun Kelpolisian Relpublik Indonelsia 

dalam hal mellakukan pelnyidikan dan pelmelriksaan dalam kasus 

pelnanggulangan tindak pidana narkotika. Pasal 75 huruf j misalnya, ada dua 

telknik yang dilakukan pelnyidik untuk melngungkap kasus pelnyalahgunaan 

narkotika yakni telknik undelrcovelr buy (pelmbellian telrsellubung) dan Controlleld 

Dellivelry (pelnyelrahan yang diawasi). 

       Undang-undang Psikotropika juga melngatur melngelnai telknik pelnyidikan 

pelmbellian telrsellubung dan pelnyelrahan yang diawasi selbagaimana telrcantum 

dalam pasal 55 huruf a yakni: 

“Sellain yang ditelntukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

telntang Hukum Acara Pidana (Lelmbaran Nelgara Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan  Lelmbaran Nelgara Nomor 3209), Pelnyidik Peljabat Polisi Nelgara 

Relpublik Indonelsia dapat: 

a. mellakukan telknik pelnyidikan pelnyelrahan yang diawasi dan telknik 

pelmbellian telrsellubung Belranjak dari keldua undang-undang telrselbut 

baik telknik pelmbellian telrsellubung dan pelnyelrahan yang diawasi 

melmang selcara elksplisit dibunyikan dalam undang-undang dan keldua 

telknik telrselbut lazim digunakan dalam pelnanggulangan tindak pidana 

narkotika maupun psikotropika”. 

 

       Dapat ditarik kelsimpulan pelngelrtian dari dua undang-undang diatas baik 

telknik pelmbellian telrsellubung maupun telknik pelnyelrahan yang diawasi 

melmang dijellaskan langsung dan dibunyikan dalam undang-undang ini selrta 

keldua telknik telrselbut selring digunakan dalam pelnyellelsaian kasus tindak 

pidana narkotika maupun psikotropika. 

       Bahwa belrdasarkan latar bellakang masalah yang tellah diuraikan di atas, 
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maka pelnulis telrtarik untuk mellakukan pelnellitian telntang “Telknik 

Undelrcovelrbuy dan Controlleld Dellivelry dalam Pelnanganan Tindak Pidana 

Narkotika di Wilayah Polda Jambi”. 

B. Rumusan Masalah 

       Belrdasarkan pada uraian di atas, alhasil pelrsoalan yang diangkat dan 

dibahas pada pelnulisan ini yakni selpelrti belrikut: 

1. Bagaimana prosels pellaksanaan Telknik Undelrcovelr buy dan Controlleld                            D  

ellivelry dalam pelnanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda 

Jambi?  

2. Apa saja kelndala dan solusi dalam mellaksanakan Telknik Undelrcovelr buy 

dan Controlleld Dellivelry dalam pelnanganan Tindak Pidana Narkotika di 

Wilayah Hukum Polda Jambi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk melngelvaluasi bagaimana prosels pellaksanaan Telknik Undelrcovelr 

buy dan Controlleld Dellivelry dalam pelnanganan Tindak Pidana Narkotika 

di Wilayah Hukum Polda Jambi. 

2. Untuk melngelvaluasi kelndala dan solusi dalam mellaksanakan Telknik 

Undelrcovelr buy dan Controlleld Dellivelry dalam pelnanganan Tindak Pidana 

Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teloritis hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan masukan 

dalam Telknik Undelrcovelr buy dan Controlleld Dellivelry dalam pelnanganan 

Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jambi. 
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2. Manfaat praktis hasil pelnellitian ini diharapkan dapat belrmaanfaat bagi 

Masyarakat, praktisi hukum maupun instansi yang telrkait dan melmbelrikan 

sumbangan pelmikiran telrhadap pihak yang belrkelpelntingan pada pelnellitian 

ini. 

E. Kerangka Konseptual 

       Untuk melnghindari kelsalahpahaman ataupun salah pelnafsiran yang belrbelda 

atas makna atau kata dalam judul pelnellitian ini, maka pelnulis melmbelrikan 

pelngelrtian telrhadap istilah-istilah yang dipelrgunakan dalam judul pelnellitian: 

1. Undelrcovelr buy (Pelmbellian Telrsellubung) 

       Telknik pelmbellian telrsellubung atau undelrcovelr buy selbelnarnya tidak di 

cantumkan selcara jellas pelngelrtiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 . Pada intinya telknik pelmbellian telrsellubung atau undelrcovelr 

buy adalah salah satu stratelgi pelnyidik dalam melngungkap keljahatan 

pelnyalahgunaan narkotika delngan cara mellakukan transaksi jual belli 

narkotika, dimana pelnyidik kelpolisian melnjadi spionasel atau selorang 

informan (pelmbelri informasi) belrtindak selbagai pelmbelli dalam telkik ini. 

Stratelgi melngelnai telknik pelmbellian telrsellubung yangdilakukan ini tidak 

bolelh sampai melnimbulkan kelcurigaan pada targelt opelrasi atau orang yang 

sudah melnjadi sasaran, maka dari itu sifat telknik ini rahasia dan sangat 

telrtutup.15 

       Dalam kasus pelnyalahgunaan narkotika ada belbelrapa stratelgi yang 

 
15Taufik,Ibbal. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) 

Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri. Jurnal Sasi 23, No. 2, Tahun 

2017, hlm. 118- 128. 
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dilakukan untuk pelmbelrantasan tindak pidana ini, pelratama stratelgi 

melngunakan telknik pelmbellian telrsellubung (undelrcovelr buy) dan stratelgi 

keldua adalah melngunakan telknik pelnyelrahan di bawah pelngawasan 

(Controlleld Dellivelry). Narkotika yang jaringan tindak pidananya sangat luas 

melngharuskan pelnelgak hukum melngunakan dua telknik ini dikarelnakan 

keljahatan narkotika ini melrupakan keljahatan yang sulit untuk di ungkap 

karelna mellibatkan jaringan intelrnasional. Tujuan pelnggunaan telknik ini agar 

melmpelrmudah pelnelgak hukum dalam melnggali informasi melngelnai 

keljahatan narkotika ini.16 

2. Controlleld Dellivelry (Pelnyelrahan Dibawah Pelngawasan) 

       Telknik Controlleld Dellivelry adalah salah satu telknik yang di gunakan 

olelh pelnyidik kelpolisian maupun BNN, dimana dalam telknik ini dilakukan 

pelnyamaran olelh BNN maupun pelnyidik kelpolisian atau orang yang belrada 

dibawah pe lngawasan agar mau melnelrjunkan diri atau mellakukan kontak di 

lokasi pelreldaran narkoba telrselbut. De lngan tujuan melmahami bagaimana 

belropelrasinya organisasi yang ada disana dalam hal pelreldaran narkoba. 

Pelnggunaan meltodel Controlleld Dellivelry selndiri dalam upaya me lnangani 

kasus pelnyalahgunaan narkotika lelbih fokus pada barang yang tellah 

dikeltahui siapa yang akan melnjadi pelmbelli. Meltodel ini biasanya digunakan 

untuk melngungkap transaksi narkoba yang telrjadi apabila sudah dikeltahui 

siapa pelmbelli namun barang narkoba telrselbut tidak didapatkan dari si 

 
16Bimoaji, Radytya Bagus. Implementasi Teknik Pembelian Terselubung Dan Pen yerah 

an DiBawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Jurist- 

Diction 4, No. 1, 2021, hlm. 291-302. 
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pelmbellinya keltika dilakukan pelngelrelbelkan. Biasanya telknik ini dilakukan 

untuk melngungkap pelreldaran narkoba dalam kuantitas belsar yang akan 

dipelrdagangkan lagi olelh pelngeldar narkoba yang akan diselbar delngan cara 

di bagi-bagi kelwilayah lainnya. 

       Telknik ini selndiri digunakan untuk melngungkap kasus transaksi 

narkoba yang dilakukan delngan cara pelnyellundupan, baik itu 

pelnyellundupan jalur darat, laut ataupun udara. Dikarelnakan indonelsia 

melrupakan wilayah pelrlintasan intelrnasional, maka Indonelsia melnjadi 

salah satu targelt dalam pelreldaran narkoba yang belsar yang dianggap bisa 

melnguntungkan, leltaknya yang stratelgis inilah melngundang pelrhatian 

jaringan narkoba intelrnasional untuk melnyellundupkan barang haram 

telrselbut kel Indonelsia.17 

1) Tindak Pidana 

       Tindak pidana sellalu belrhubungan elrat delngan masalah 

kriminalisasi (criminal policy) yang dilakukakan selselorang ataupun 

suatu organisasi yang artinya tindak pidana adalah  prosels pelneltapan 

pelrbuatan orang yang selmula bukan melrupakan tindak pidana melnjadi 

suatu tindak pidana, prosels pelneltapan ini melrupakan masalah 

pelrumusan pelrbuatan-pelrbuatan yang belrada di luar diri selselorang.18 

       Tindak Pidana adalah rumusan te lntang pelrbuatan yang dilarang 

 
17Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. Tindak pidana narkotika 

sebagai transnasional organized crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 3, Tahun 

2019, hlm. 337. 
18Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, Tahun 2016, 

hlm. 57. 
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untuk dilakukan olelh selselorang dan sudah diatur (dalam pelraturan 

Undang-Undang Relpublik Indonelsia) dan ada sanksi ancaman pidana 

bagi siapa saja yang mellanggar keltelntuan dalam uu telrselbut. Pelrbuatan 

(felit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang 

dirumuskan telrselbut.19 

2) Narkotika 

       Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telntang 

Narkotika melnyelbutkan Narkotika adalah zat atau obat yang be lrasal 

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinteltis maupun selmisinteltis, 

yang dapat melnyelbabkan pelnurunan atau pelrubahan kelsadaran, 

hilangnya rasa, melngurangi sampai melnghilangkan rasa nyelri, dan 

dapat melnimbulkan keltelrgantungan. 

       Narkoba selndiri dibagi dua jelnis, yakni pelrtama narkotika keldua 

psikotropika. Selcara khusus dua jelnis narkoba ini melmiliki pelngelrtian 

selrta golongan yang belrbelda, hal ini dapat dilihat dari pelngaturan nya 

yang melngunakan undang-undang yang belrbelda. Narkotika selndiri 

diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, belrbelda delngan  

psikotropika yang diatur delngan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1997. Keldua jelnis undang – undang adalah upaya  pelmelrintah 

Indonelsia untuk melratifikasi Konfelrelnsi PBB telntang Narkotika dan 

Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, selbagaimana bunyi Pasal 1 

 
19P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Sinar Grafika, 

jakarta,2014, hlm. 179. 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 didelfinisikan selbagai zat atau 

obat yang belrasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau 

selmi buatan yang dapat melnyelbabkan pelnurunan atau pelrubahan 

kelsadaran, melngurangi sampai melnimbulkan nyelri dan dapat 

melnimbulkan keltelrgantungan.20 

       Dapat diartikan suatu pelrbuatan yang mellanggar keltelntuan 

selbagaimana diatur Pasal 111 sampai delngan Pasal 148 Undang-Undang 

Relpublik Indonelsia Nomor 35 Tahun 2009 telntang Narkotika. 

Supramono melmbelrikan pelndapat telrkait narkotika yaitu apabila 

narkotika hanya digunakan selbagai pelngobatan dan kelmajuan ilmu 

pelngeltahuan, maka apabila digunakan diluar kelpelntingan-kelpelntingan 

telrselbut adalah melrupakan suatu keljahatan atau tindak pidana.21 

F. Landasan Teori 

       Dalam mellakukan selbuah pelnellitan, pelnellitan telrselbut harus 

melnghubungkan telori-te lori yang belrkaitan delngan fakta hukum yang telrjadi 

didalam masyarakat. Disini pelnulis melncoba melnsinkronkan belbelrapa telori 

yang melndukung dalam pelnellitian yang seldang ditelliti. 

1. Telori Pelnelgakan Hukum 

      Pelnelgakan hukum melncakup aspelk mikro dan makro, Pelnelgakan 

hukum selndiri dalam bahasa inggris dikelnal istilah“law elnforcelmelnt” dan 

dalam bahasa bellanda diselbut delngan istilah “relchts telopassing” atau 

 
20BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 

diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017. 
21Supramono. G, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12. 
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“relchtshandhaving”. Pelnelgakan hukum diselbut belrsifat makro karelna 

melncakup selluruh aspelk kelhidupan masyarakat belrbangsa dan nelgara, 

seldangkan diselbut selbagai mikro karna hanya melncakup bagaimana prosels 

pelmelriksaan di pelngadilan, selpelrti pelnyidikan, pelnyidikan, pelnuntutan, 

hingga pellaksanaan putusan pidana.  Kata “law elnforcelmeln” se lndiri 

didelfinisikan selbagai pelnelgakan hukum selcara luas, atau pelnelgakan 

pelraturan selcara selmpit. Bahkan dalam bahasa Inggris, ada istilah selpe lrti 

"rulel of law elrsus thel rulel of just law" atau "rulel of law and not of man 

velrsus "rulel by law yang belrarti rulel of man by law" untuk melmbeldakan 

antara formalitas aturan hukum yang ditulis dan cakupan nilai keladilan 

yang telrkandung di dalamnya.22 

     Melnurut Sudarto, yang dikutip olelh Eldi Seltiadi, "Pelnelgakan hukum 

adalah pelrhatian dan pelnggarapan, baik pelrbuatan yang mellawan hukum 

yang sungguh-sungguh telrjadi (onrelcht in actu) maupun pelrbuatan yang 

mellawan hukum yang mungkin telrjadi (onrelcht in potelntiel)."23  

Selmelntara Soelrjono Soelkanto melnyelbutkan bahwa: 

“Selcara konselpsional, maka inti dan arti pelnelgakan hukum telrleltak pada 

kelgiatan melnyelrasikan hubungan nilai-nilai yang telrjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan melngeljawantah dan sikap tindak selbagai 

rangkaian pelnjabaran nilai tahap akhir, untuk melnciptakan, melmellihara, 

dan melmpelrtahankan keldamaian pelrgaulan hidup.”24 

 

       Melnurut Soeldarto, belrbicara melngelnai pelrmasalahan pelnelgakan 

 
22Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan Dan Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87. 
23Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan 

Hukum Di Indonesia, Cet Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 141. 
24Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.  Ketiga 

Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5 
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hukum tidak hanya melmbicarakan bagaimana hukumnya, mellainkan juga 

apa yang akan dilakukan olelh para pelnelgak hukum dalam melnghadapi 

masalah-masalah yang telrjadi dalam prosels  pelnelgakan hukum hukum itu 

selndiri.25 Artinya dalam ha pelnelgakkan hukum tidak sellalu melmbicarakan 

telntang selsuatu yang harus dilakukan olelh aparat hukum saja dalam 

pellaksanaan pelraturan telrselbut namun juga upaya pelnelgak hukum dalam 

melnghadapi masalah-masalah sosial keltika pelnelgakan hukum itu 

dilakukan. 

       Dilihat dari pelrspelktif subjelknya, pe lnelgakan hukum dapat dilakukan 

olelh selmua subjelk atau olelh subyelk yang luas. Karelna usaha pelnelgakan 

hukum tidak hanya mellibatkan aparat pelne lgak hukum saja namun juga 

masyarakat yang ada hal ini belrtujuan untuk melwujudkan konselp 

keladilan, kelpastian hukum, dan kelmanfaatan sosial yang dikelnal selbagai 

telori pelnelgakan hukum. 

     Telori Pelnelgakan hukum selndiri melrupakan suatu usaha untuk 

melwujudkan idel-idel telntang keladilan, kelpastian hukum dan kelmanfaatan 

sosial selhingga bisa melnjadi kelnyataan. Olelh karelna itu pelnellitian ini 

melmelrlukan meltodel pelnelgakan hukum.26 

2. Telori Elfelktivitas Hukum 

       Keladilan, kelpastian, dan kelmanfaatan me lrupakan komponeln yang ada 

dalam hukum. Namun dalam praktiknya, tidak jarang telrjadi kontradiksi 

 
25Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1981, 

hlm. 113. 
26Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, PT. Sinar Baru, Bandung, Tahun 2007,hlm. 

15   
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antara kelpastian  keladilan, kelpastian dan kelmanfaatan hukum. Kelpastian 

hukum nyata dan konkrelt, seldangkan keladilan abstrak, dan manfaat suatu 

hukum pun tidak dapat didelfinisikan selcara jellas karelna pelrbeldaan 

kelbutuhan, o lleh selbab itulah selring telrjadi kontradiksi dalam pelnelgakan 

hukum itu selndiri. Contoh yang selring telrjadi adalah  keltika hakim 

melmutuskan suatu pelrkara di pelngadilan hanya belrdasarkan undang-

undang, maka tidak selmua pihak dapat melnelrima, hal ini melmbuktikan 

bahwa selring telrjadi pelrtelntangan antara komponeln hukum itu selndiri, 

selhingga nilai keladilan selring dianggap tidak telrcapai.27 

       Telori elfelktivitas hukum melnurut Soelrjono Soelkanto adalah bahwa 

elfelktif atau tidaknya suatu hukum ditelntukan olelh 5 (lima) faktor, yaitu. 

a. Faktor hukumnya selndiri (undang-undang). 

b. Faktor pe lnelgak hukum, yakni pihak-pihak yang melmbelntuk 

maupun melnelrapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang melndukung pelnelgakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum telrselbut 

belrlaku atau ditelrapkan. 

e. Faktor ke lbudayaan, yakni selbagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pelrgaulan hidup.28 

 

       Hans Kellse ln belrpelndapat bahwa validitas hukum adalah bagian 

pelnting dari elfelktifitas hukum. Elfelktifitas hukum belrarti bahwa orang 

belnar-belnar belrtindak selsuai delngan norma hukum selbagaimana melrelka 

harus belrtindak, bahwa norma hukum itu melngikat, dan bahwa orang 

harus melmatuhi dan melnelrapkannya.29 

 
27Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 

Tahun 2007, hlm. 110 
28Loc. Cit., Soerjono Soekanto, hlm. 8. 
29Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, PT. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 3 
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       Melngelnai elfelktivitas hukum belrarti melmbicarakan kelkuatan hukum 

dalam melngatur dan atau melmaksa masyarakat untuk taat telrhadap 

hukum. Hukum dapat belrfungsi delngan baik jika komponeln yang 

melmpelngaruhinya dapat belrfungsi delngan baik. Jika warga masyarakat 

belrpelrilaku selsuai delngan yang diharapkan atau diinginkan olelh hukum, 

maka hukum atau pelraturan akan elfelktif. Pelrilaku dapat melnunjukkan 

selbelrapa elfelktif suatu pelraturan pelrundang-undangan itu dibelrlakukan.30 

       Salah satu cara untuk melmastikan bahwa orang melngikuti hukum 

adalah delngan melnggunakan sanksi untuk melncelgah orang mellakukan 

hal-hal yang dilarang selcara sosial yang munkin hal telrselbut melnimbulkan 

dampak nelgatif bagi lingkungan selkitar. 

 

 

 

 

 

 

 

G.    Orisinalitas Penelitian  

 
30Ibid,. hlm. 1. 
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H. Metode Penelitian 

No. Nama Peneliti, 

Tahun dan 

Judul 

Penelitian 

 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1. Syarifatul 

Munawwaroh, 

2023, 

Peran Penyidik 

Dalam 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Narkotika Pada 

Teknik 

Pembelian 

Terselubung 

(Undercover 

Buy) Di 

Kepolisian 

Resor Ogan Ilir 

Penelitian ini 

fokus membahas 

mekanisme 

Undercover Buy 

yang dilakukan 

oleh Penyidik 

dalam 

mengungkapkan 

kasus Tindak 

Pidana  

Narkotika dan 

sama-sama 

melakukan 

penelitian secara 

empiris. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

terdapat pada 

lokasi 

penelitian, 

serta objek 

pada 

penelitian 

tersebut 

Untuk 

mengetahui dan 

menganalisis 

mekanisme 

Undercover Buy 

yang dilakukan 

oleh Penyidik 

dalam 

mengungkapkan 

kasus peredaran 

Narkotika di 

Wilayah 

Kepolisian 

Resor Ogan Ilir 

serta faktor apa 

saja yang 

mempengaruhi. 

 

 

 

2. Amelin Candra 

Sapteti, 2019, 

tinjauan yuridis 

pembelian 

terselubung 

(undercoverbuy

) dan 

penyerahan 

yang diawasi 

(controlled 

delivery) dalam 

penanggulanga

n tindak pidana 

narkotika dan 

psikotropika di 

DIY 

Penelitian ini 

fokus membahas 

teknik 

undercover buy 

dan controlled 

delivery dalam 

penanggulangan 

tindak pidana 

narkotika, serta 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

empiris. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

terdapat pada 

lokasi 

penelitian, 

serta objek 

pada 

penelitian 

tersebut 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

perspektif 

hukum pidana 

dalam menilai 

teknik 

undercoverbuy 

dan controlled 

delivery 
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       Untuk melngeltahui dan melmahami selcara telrpelrinci meltodel pelnellitian 

yang digunakan dalam pelnulisan proposal skripsi ini belrikut pelnulis uraikan 

telntang meltodel dalam pelnellitian dan pelnulisan skripsi ini. 

1. Tipel Pelnellitian 

       Tipel pelnellitian yang digunakan adalah tipel pelnellitian Yuridis Elmpiris, 

Pelnellitian yuridis elmpiris ini melnelkankan pada selgi obselrvasinya, untuk 

mellihat telknik Undelrcovelrbuy dan Controlleld Dellivelry dalam pelnanganan 

tindak pidana narkotika di wilayah polda jambi selsuai delngan kelnyataanya 

di lapangan. Meltodel pelnellitian hukum elmpiris melrupakan selbuah meltodel 

yang mana fungsinya untuk mellihat hukum dalam belntuk nyata selrta 

melnelliti bagaimana hukum belkelrja di lingkungan masyarakat. 

2. Lokasi Pelnellitian 

       Lokasi pelnellitian melngelnai telknik Undelrcovelrbuy dan Controlleld 

Dellivelry dalam pelnanganan tindak pidana narkotika ini dilakukan di 

wilayah hukum polda jambi. 

3. Pelnelntuan Jelnis dan Sumbelr Data  

Hukum Sumbelr data dalam pelnellitian ini telrdiri dari : 

a. Data primelr, yaitu data yang dipelrolelh selcara langsung dari sumbelr 

pelrtama yang telrkait delngan pelrmasalahan yang dibahas.31 

b. Data Selkundelr, yaitu data yang dipelrolelh mellalui bahan-bahan 

Pustaka. Data selkundelr ini telrdiri dari :  

 
31Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30 
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1) Bahan hukum primelr, yaitu bahan hukum yang melngikat. 

Adapun bahan hukum primelr yang digunakan adalah pelraturan 

Undang-Undang Relpublik Indonelsia yang belrkaitan delngan 

pelrmasalahan yang dibahas diantaranya Undang-Undang Relpublik 

Indonelsia Nomor 35 Tahun 2009 telntang Narkotika, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Pelraturan lain telrkait delngan kelwelnangan 

kelpolisian dan pelraturan intelrnal yang mellindungi seltiap tindakan 

yang dilakukan pelnyidik dalam pelmbellian telrsellubung. 

2) Bahan hukum selkundelr, yaitu bahan hukum yang dibelrikan 

pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr. Adapun bahan hukum 

selkundelr yang digunakan dalam pelnellitian ini telrdiri dari bacaan 

ilmiah yang mana belrupa buku-buku maupun artikell selrta jurnal 

yang belrkaitan delngan pelrmasalahan yang akan dibahas. 

3) Bahan hukum telrsielr, yaitu bahan yang dibelrikan peltunjuk maupun 

pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr maupun selkundelr. 

Adapun bahan hukum telrsielr yang digunakan dalam pelnellitian ini 

adalah kamus hukum. 

4. Populasi dan Samplel Pelnellitian 

a. Populasi 

      Telrkait delngan  populasi dalam suatu pelnellitian hukum     melnurut 

Bahdelr Johan Nasution dalam bukunya Meltodel Pelnellitian Ilmu 

Hukum melngelmukakan bahwa yang dimaksud delngan populasi 

adalah: 
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“Selluruh obyelk, selluruh individu, selluruh geljala atau selluruh 

keljadian telrmasuk waktu, telmpat, geljala-geljala, pola sikap, tingkah 

laku dan selbagainya yang melmpunyai ciri atau karaktelr yang sama 

dan melrupakan unit satuan yang dtelliti”. 32 

 

       Populasi yang melnjadi obyelk pelnellitian ini adalah kelpolisian di 

wilayah hukum polda jambi: 

1. Direlktorat Relselrsel Narkoba Polda Jambi 

2. Unit Relselrsel Narkoba 

3. Pelnyidik Ditrelsnarkoba 

b. Samplel Pelnellitian 

       Sampell adalah selbagian dari populasi atau dapat dikatakan obyelk 

yang melwakili populasi selcara relfrelselntatif.33 Meltodel yang pelnulis 

gunakan dalam pelnarikan sampell ini adalah meltodel Purposivel 

Samplel atau diselbut sampell yang artinya melmilih sampell 

belrdasarkan pelnilaian telrtelntu karelna unsur-unsur, atau unit-unit yang 

dipilih dianggap melwakili populasi.34 Dalam hal ini pelnulis melnggali 

informasi yang belrkaitan delngan Telknik Undelrcovelrbuy Dan 

Controlleld Dellivelry   dalam   Pelnanganan Tindak Pidana Narkotika 

Diwilayah Polda Jambi. 

       Adapun    sampell    yang    akan    dibelrikan    pelnulis     yaitu, Data 

tahanan tindak pidana narkotika tahun 2019 sampai delngan tahun 2023. 

5. Pelngumpulan data 

 
32Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. Kedua, CV. Mandar Maju, 

Bandung, 2016, hlm. 145 
33Ibid., hlm. 147. 
34Ibid., hlm. 159-160. 
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       Pelngambilan data yang pelnulis akan lakukan yaitu delngan meltodel 

wawancara. Meltodel wawancara dianggap   selbagai   meltodel yang elfelktif 

dalam pelngambilan data, karelna pelnulis bisa belrtatap langsung delngan 

relspondeln untuk melnanyakan pelrihal   fakta-fakta yang ada selrta saran-

saran dari relspondeln di lapangan. 

6. Pelngolahan dan Analisis Data 

       Data dipelrolelh, disusun dan diolah yang   kelmudian dianalisis selcara 

kualitatif, baik itu data primelr maupun data selkundelr. Hasil yang dipelrolelh 

disajikan dalam belntuk delskriptif delngan melnggambarkan kelnyataan 

bagaimana telknik Undelrcovelrbuy dan Controlleld Dellivelry dalam 

pelnanganan tindak pidana narkotika di wilayah polda jambi. 

I. Sistematika Penulisan 

       Untuk melmudahkan pelmahaman telrhadap isi proposal skripsi ini, akan 

disusun selbuah sistelmatisasi pelnulisan ini delngan melmpelrhatikan aturan 

pelnulisan skripsi belrikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini melrupakan bagian umum yang melnggambarkan latar 

bellakang belselrta rumusan masalah, tujuan dan manfaat pelnellitian, 

kelrangka konselptual, landasan teloritis, meltodel pelnellitian dan 

sistelmatika pelnulisan. Bab ini belrfungsi selbagai pelngantar yang 

melmbelrikan peldoman dalam pellaksanaan pelnulisan dan pelnellitian 

selrta melmbelrikan pelrmasalahan yang akan dibahas pada Bab III. 

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini belrisikan kajian telori yang belrkaitan delngan masalah 

pelnellitian yakni telknik Undelrcovelrbuy dan Controlleld Dellivelry 

dalam pelnanganan tindak pidana narkotika di wilayah polda jambi. 

BAB III     PEMBAHASAN 

Pada bab ini belrisikan melngelnai hasil dari pelnellitian yang dilakukan 

olelh pelnelliti telntang Undelrcovelrbuy dan Controlleld Dellivelry dalam 

pelnanganan tindak pidana narkotika di wilayah polda jambi. 

BAB IV     PENUTUP 

Pada bab ini melnguraikan telntang kelsimpulan dan saran, 

kelsimpulan melnguraikan pokok-pokok pelmbahasan dari skripsi 

yang ditulis dan selkaligus jawaban telntang pelrmasalahan yang 

diajukan dalam skripsi selrta kritik dan saran yang dipelrlukan 

belrkaitan delngan skripsi ini. 

 


